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BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR # TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON
TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara
modern yang ditandai dengan perubahan paradigma
menuju era digital berbasis informasi dan teknologi, maka
perlu dilakukan penerapan sistem pembayaran non tunai;

b. bahwa dalam rangka pembayaran Belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan secara non tunai untuk mencegah
terjadinya praktek Korupsi dalam penggunaan anggaran
maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79
Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 79
Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah  Tingkat 1I di Sulawesi
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Nomor 75 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik
Indonesia ‘Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaraan Negarqa Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); '

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10 );



MEMUTUSKAN: aleé

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM
BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pasal ]

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017
Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

a. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 72 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistim Pembayaran Non Tunai Dalam
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2018 Nomor 72);

b. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 79 Tahun 2017 tentang Sistim Pembayaran Non Tunai Dalam
Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2020 Nomor 6);
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu :

a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam dan luar kota;
b. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;

c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi
bencana alam;

d. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;

e. pembayaran Internet (Indi Home);

f. pembayaran bahan bakar minyak;

g. pembayaran surat tanda kendaraan bermotor;dan

h. pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari Kementerian.

(2) Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu harus

membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
spada tanggal 26 Febvruaw 2021

o f —iv‘KIBUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

4~ MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal 22 Feoruan 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

L/

IRDAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR ..



